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ABSTRAK

ANALISIS KELEMBAGAAN DAN STAKEHOLDER DALAM USAHA
PENANGKAPAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN DI KUALA
TELADAS, TULANG BAWANG

Oleh

WINARTO SANTOSA

Usaha penangkapan rajungan menghadapi tantangan keberlanjutan akibat
karakteristiknya sebagai sumber daya milik bersama dan adanya persaingan antar
aktor. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kelembagaan Kelompok Usaha
Bersama, memetakan hubungan antar stakeholder dan merumuskan strategi
pengelolaan usaha penangkapan rajungan berkelanjutan di Kampung Kuala
Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif,
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan terlibat,
diskusi kelompok terfokus dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan
mengkaji kelembagaan kelompok usaha bersama dan analisis stakeholder
menggunakan metode Mactor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok
Usaha Bersama berperan penting sebagai wadah kolektif bagi nelayan untuk
berdiskusi, berbagi informasi, dan mengakses sumber daya rajungan. Terdapat 11
aktor kunci dan 5 tujuan dimana Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan
Berkelanjutan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung merupakan
aktor dengan pengaruh terkuat. Pemerintah desa, penyuluh perikanan dan LSM
Mitra Bentala berperan penting sebagai aktor sentral yang menjembatani
kepentingan berbagai pihak. Nelayan menunjukkan tingkat divergensi dan
ambivalensi tertinggi. Kebijakan penangkapan rajungan sesuai kriteria ukuran,
peningkatan kesejahteraan nelayan, serta sosialisasi dan pengawasan memiliki
tingkat mobilisasi tertinggi. Kebijakan pengendalian penangkapan berbasis kuota
mendapat penentangan signifikan dari nelayan, pembina, dan kelompok usaha
bersama. Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan, koordinasi dan kolaborasi
dalam implementasi kebijakan yang dilakukan secara berjenjang dengan
melibatkan semua stakeholder menjadi kunci untuk mendukung keberlanjutan
usaha penangkapan rajungan yang berkelanjutan.

Kata kunci : Kelembagaan, Mactor, Nelayan, Rajungan, Stakeholder.



ABSTRACT

INSTITUTIONAL AND STAKEHOLDERS ANALYSIS IN SUSTAINABLE
BLUE SWIMMING CRAB FISHING EFFORTS IN KUALA TELADAS,
TULANG BAWANG

By

WINARTO SANTOSA

The blue swimming crab fishing effort faces sustainability challenges due to its
characteristics as a common property resource there are the competitions between
actors. This study aims to analyze the institution structure of the Joint Business
Group, analyze the interaction and mapping of the relationships between
stakeholders, and formulate a management strategy for sustainable blue
swimming crab fishing effort in Kuala Teladas Village, Tulang Bawang Regency.
This research was a qualitative study whose data collection was carried out
through in-depth interviews, participant observation, focus group discussion, and
documentation study. Data were analyzed to examine the institution and
organization structure of the group and stakeholders analysis using the Mactor
method. The study results show that the Joint Business Group is vital as a
collective forum for fishermen to discuss, share information, and access blue
swimming crab resources. There were 11 key actors and 5 objectives where the
Sustainable Blue Swimming Crab Fisheries Management Team and Marine and
Fisheries Service of Lampung Province are the actors with the strongest influence.
Village government, fisheries extension and NGO Mitra Bentala played an
important role as a central actor that bridges the objectives of stakeholders.
Fishermen show the highest levels of divergence and ambivalence. The blue
swimming crab fishing policy according to size criteria, improving fishermen's
welfare, and socialization and supervision had the highest level of mobilization.
The quota-based fishing control policy has received significant opposition from
fishermen, businessmen, and joint business groups. Increasing the institutional
capacity of fishermen, collaboration, and coordination in implementing policies
carried out in stages by involving all stakeholders were the keys to supporting the
sustainability of sustainable blue swimming crab fishing efforts.

Keywords: Blue Swimming Crab, Fishermen, Institutions, Mactor, Stakeholders.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rajungan (Portunus pelagicus) merupakan salah satu sumber daya perikanan
yang memiliki nilai ekonomis tinggi (Safira et al., 2019). Rajungan yang berasal
dari Indonesia diekspor ke Negara Amerika Serikat sebesar 60% dari total hasil
tangkapan rajungan (Maulana, 2018). Jumlah produksi rajungan mengalami
peningkatan yang sangat pesat setiap tahunnya. Rajungan menjadi salah satu
komoditas ekspor perikanan penting di Indonesia. Provinsi Lampung termasuk
dalam lima daerah utama penghasil rajungan, bersama dengan Jawa Tengah, Jawa
Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Pada tahun 2021, volume ekspor
rajungan menduduki peringkat kedua dengan total ekspor mencapai 1.577.612 kg
di Provinsi Lampung (Cendrakasih et al., 2023). Daerah utama penghasil
komoditas rajungan di Provinsi Lampung terletak di Pesisir Timur Lampung
diantaranya Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Nilai
produksi rajungan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022 sebesar 2.747 ton
dengan nilai Rp. 235.372.200.000 (BPS Kabupaten Tulang Bawang, 2023).

Wilayah potensial penangkapan rajungan di Kabupaten Tulang Bawang salah
satunya berada di daerah Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas. Usaha
penangkapan, pengolahan dan pemasaran rajungan merupakan mata pencaharian
utama masyarakat Kuala Teladas. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya
rajungan memiliki arti penting secara sosial dan ekonomi bagi kehidupan
masyarakat di Kuala Teladas. Kegiatan penangkapan rajungan dapat memberikan
keuntungan cepat (quick yielding). Namun, pada kenyataannya masih terdapat
nelayan yang memiliki pendapatan rendah dan kurang sejahtera (Yunita et al.,

2017). Salah satu permasalahan yang dihadapi nelayan adalah ketergantungan



terhadap ketersediaan sumber daya dan kondisi alam. Peningkatan kebutuhan
nelayan dapat meningkatkan tekanan yang mempercepat kerusakan sumber daya
alam dan penurunan keanekaragaman hayati. Hal tersebut menjadi faktor
penyebab terjadinya over fishing (Mayu et al., 2021). Apabila usaha penangkapan
rajungan tersebut tidak memperhatikan keberlanjutan sumber dayanya, maka
dapat berdampak terhadap penurunan populasi rajungan di masa mendatang.

Usaha penangkapan rajungan tidak dapat dipisahkan dari karakteristik sumber
daya yang bersifat common-pool resources (CPRs) (Subianto et al., 2016). CPRs
merujuk pada sumber daya yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat atau
kelompok. Konsep CPRs menggambarkan bahwa sumber daya memiliki dua
karakteristik utama. Pertama adalah sifat persaingan dalam penggunaan, yang
berarti ketika seseorang memanfaatkan sumber daya tersebut, maka kesempatan
orang lain untuk memanfaatkan akan berkurang. Kedua adalah adanya biaya yang
diperlukan untuk membatasi akses pihak lain dalam memanfaatkan sumber daya
tersebut. Dengan kata lain, dibutuhkan upaya dan sumber daya tambahan untuk
mengontrol siapa yang dapat menjadi penerima manfaat dari sumber daya tersebut
(Ostrom et al., 1999). Dalam pengelolaan rajungan terdapat tiga unsur penting
yang memiliki kepentingan dan pengaruh yaitu masyarakat nelayan, pemerintah
dan swasta (Kusuma dan Dewi, 2017). Ketiga unsur tersebut saling berkompetisi
dalam penggunaan akses penangkapan rajungan yang lebih mengarah kepada
penguasaan sumber daya rajungan.

Persaingan usaha penangkapan rajungan perlu diatur untuk menjamin
keberlanjutan sumber daya. Beberapa peraturan pemerintah tentang pengelolaan
rajungan sudah ada. Namun implementasinya kurang efektif, akibat dari lemahnya
pengawasan dan penegakan hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat
(Abidin et al., 2014). Peran kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat
merupakan hal yang krusial dalam pembangunan berkelanjutan (Febryano et al.,
2015). Ostrom (1990) menekankan hubungan penting antara kelembagaan dan
pembangunan berkelanjutan dalam mengelolaan sumber daya alam.
Kelembagaan lokal yang kuat dapat memberikan kerangka kerja yang jelas,
menegakkan aturan yang ada, serta mendorong partisipasi aktif dari berbagai



pihak, untuk bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya dan ekosistemnya.
(Febryano et al., 2014).

Salah satu kelembagaan lokal nelayan adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB).
Kelembagaan KUB sekaligus organisasi mempunyai fungsi yang sangat penting
sebagai menjadi wadah kolektif bagi para nelayan untuk berdiskusi, belajar,
bekerja sama, melakukan advokasi, serta berbagi informasi baik antar anggota
maupun dengan para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, KUB membantu
nelayan mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar dengan lebih efektif
melalui pendekatan kolaborasi. Uphoff (1986) menyatakan kelembagaan KUB
tidak hanya mengatur interaksi antar anggota, tetapi juga berperan dalam
menciptakan norma dan nilai yang mendukung kerja sama untuk mencapai tujuan
bersama. Pada akhirnya, KUB dapat meningkatkan kesadaran nelayan dalam
usaha penangkapan rajungan berkelanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraan

nelayan.

Pengelolaan perikanan rajungan yang melibatkan berbagai pihak dan pemangku
kemapentiangan  lainnya dalam  pengembangan dan  pelaksanaannya
menjadikannya sebagai sebuah sistem pengelolaan multiaktor. (Suryawati et.al.,
2023). Keterlibatan dan peran stakeholder dalam pengelolaan rajungan menjadi
aspek yang krusial dalam tata kelolanya. Aktor tersebut terdiri dari instansi
pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat hingga pelaku usaha.
Pemerintah pusat mempunyai peran sebagai perencana dan pengawas kebijakan
pengelolaan perikanan rajungan (Wijaya et al.,, 2023). Komoditas rajungan
mempunyai nilai yang sangat penting bagi pemerintah pusat dan perlu dikelola
dengan baik. Dalam hal ini dapat dilihat dari peraturan yang telah dikeluarkan
serta dokumen strategi pemanfaatan rajungan yang dapat dijadikan sebgaai acuan
oleh para stakeholder dalam pengelolaan perikanan rajungan (Taurusman et al.,
2020). Atas permasalahan tersebut, maka diperlukan kajian tentang kelembagaan
dan karakteristik stakeholder dan hubungan antar aktor dalam usaha pengelolaan
rajungan berkelanjutan agar dapat dijadikan bahan rekomendasi yang tepat dalam

tata kelola rajungan di Kabupaten Tulang Bawang.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian

sebagai berikut:

1.

Bagaimana peran kelembagaan KUB dalam usaha penangkapan rajungan
berkelanjutan di Kampung Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang?

Siapa saja stakeholder yang terlibat, bagimana interaksi dan hubungan antar
stakeholder?

Bagaimana strategi pengelolaan penangkapan rajungan berkelanjutan di
Kampung Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan

kepentingan dan pengaruh stakeholder?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang

akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.

Menganalisis kelembagaan KUB dalam mendukung usaha penangkapan
rajungan berkelanjutan di Kampung Kuala Teladas, Kabupaten Tulang
Bawang.

Menganalisis interaksi dan memetakan hubungan antar stakeholder
Merumuskan strategi pengelolaan penangkapan rajungan berkelanjutan di
Kampung Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan
kepentingan dan pengaruh stakeholder?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

1.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber
informasi dan menambah pengetahuan bagi penelitian sejenis terkait
kelembagaan dan stakeholder dalam wusaha penangkapan rajungan
berkelanjutan.

Manfaat bagi stakeholders (pemerintah, masyarakat dan swasta) adalah
sebagai informasi serta dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan



rajungan berkelanjutan di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Tulang
Bawang, Provinsi Lampung;

3. Manfaat bagi peneliti adalah meningkatkan kualifikasi keilmuan khususnya
bidang kelembagaan dan serta sebagai pemenuhan persyaratan dalam
memperoleh gelar Magister Sains pada program studi Manajemen Wilayah
Pesisir dan Laut (MWPL) Universitas Lampung.

1.5 Kerangka Pemikiran

Rajungan merupakan salah satu sumber daya perikanan yang memiliki nilai
ekonomis tinggi. Rajungan yang berasal dari Indonesia di ekspor ke negara
Amerika Serikat sebesar 60% dari total hasil tangkapan rajungan (Maulana,
2018). Salah satu provinsi yang menjadi produsen rajungan di Indonesia yaitu
Provinsi Lampung. Daerah utama penghasil komoditas rajungan di Provinsi
Lampung terletak di Pesisir Timur Lampung diantaranya Lampung Timur,
Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Permintaan pasar ekspor yang terus
meningkat setiap tahunnya, menjadikan rajungan memiliki nilai ekonomi yang
tinggi. Karakteristik sumber daya rajungan yang bersifat common pool resources
menyebabkan penangkapan rajungan semakin besar (overfishing). Apabila
kegiatan penangkapan rajungan tersebut tidak memperhatikan keberlanjutan dari
sumber dayanya, maka dapat berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi
di masa mendatang. Dalam penelitian ini, hal yang akan diamati peran
kelembagaan dan pemetaan stakeholder. Setelah data-data yang diperlukan
terkumpul, kemudian dilakukan analisis tentang peran stakeholder dan
kelembagaan usaha penagkapan rajungan, yang nantinya dapat menjawab apa
yang menjadi rumusan masalah diatas. Setelah dilakukan analisis, maka pada
akhirnya dapat ditentukan bagaimana peran kelembagaan dan stakeholder dalam
usaha pengelolaan rajungan berkelanjutan di Kuala Teladas. Kerangka pemikiran
dari penelitian lebih jelas disajikan dalam Gambar 1 berikut:
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I1.  TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kelembagaan

Kelembagaan adalah batasan yang dirancang oleh manusia untuk mengatur
interaksi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Batasan ini dapat berbentuk
aturan tidak resmi, seperti sanksi, adat, tradisi, dan kode etik, maupun aturan
resmi, seperti konstitusi, hukum, dan hak kepemilikan (North, 1991). Menurut
Wallis (2017) kelembagaan adalah aturan yang telah disepakati bersama tentang
hubungan interaksi manusia dalam suatu kelompok atau organisasi serta beserta
cara dan metode penegakannya. Kelembagaan selalu diindektikan dengan aturan
dan batasan yang berlaku sebagai pedoman untuk seluruh anggota dalam
kelompok masyarakat dalam mengatur interaksi dan hubungan saling
ketergantungan satu sama lain (Ostrom, 1986). Bentuk kata dari kelembagaan
adalah lembaga yang merujuk pada seperangkat aturan dalam suatu kelompok
atau organisasi masyarakat yang bertujuan membantu anggotanya untuk
berinteraksi dan bekerja sama mencapai tujuan bersama. (Suwarno et al., 2022)

Menurut Menard dan Shirley (2008) kelembagaan adalah aturan, norma, dan
batasan tertulis dan tidak tertulis yang dibuat manusia untuk mengurangi
ketidakpastian dan mengendalikan lingkungannya. Hal ini mencakup (1)
peraturan dan perjanjian tertulis yang mengatur hubungan kontrak dan tata kelola
perusahaan, (2) konstitusi, undang-undang dan peraturan yang mengatur politik,
pemerintahan, keuangan, dan masyarakat secara lebih luas, dan (3) kode etik dan
norma perilaku yang tidak tertulis. Kelembagaan memiliki tiga karakteristik
utama, yaitu hak kepemilikan (property rights), batas yurisdiksi (jurisdictional

boundaries), dan aturan perwakilan (rules of representation) (Khalik et al., 2011).



a. hak kepemilikan (property right) merupakan hak legal yang dimiliki oleh
individu atau kelompok atas suatu properti atau aset. Ini mencakup hak untuk
memiliki, menggunakan, dan mendisposisikan properti tersebut sesuai dengan
hukum.

b. batas yuridiksi (jurisdictional boundary) merupakan batas wilayah atau
kewenangan suatu lembaga atau entitas hukum. Batas yurisdiksi menentukan
di mana suatu lembaga memiliki kekuasaan atau wewenang hukum untuk
mengatur atau menegakkan hukum.

c. aturan representasi (rule of representation) merupakan aturan atau prinsip
yang mengatur cara suatu kelompok atau entitas diwakili atau dijalankan oleh
perwakilan. Hal ini terkait dengan representasi dalam konteks politik,
organisasi, atau lembaga lainnya.

Ketiga elemen ini penting dalam membentuk suatu kelembagaan suatu

masyarakat atau organisasi. Kombinasi yang baik dari ketiga komponen dapat

membentuk landasan yang kuat untuk fungsi dan interaksi yang efektif dalam

suatu kelembagaan.

Kelembagaan didefinisikan sebagai aturan yang ditaati oleh anggota dalam
kelompok masyarakat yang disepakati secara bersama untuk mengatur hubungan
yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Tujuan dari aturan
tersebut adalah terciptanya suatu keteraturan dan kepastian interaksi berupa
kegiatan ekonomi antara sesama angota masyarakat. Keberadaan kelembagaan
bersifat dinamis yaitu selalu berubah dan beradaptasi terhadap perubahan yang
terjadi dalam komunitas (Ostrom, 1990). Tingkatan aturan menurut (Ostrom,
2011) sebagai berikut:

1. Operational rules (aturan operasional) merupakan aturan-aturan yang
mengatur tindakan sehari-hari dan interaksi langsung antar individu atau
kelompok dalam suatu kelembagaan. Aturan operasional ini bersifat detail
dan berfokus pada perilaku dan kegiatan harian. Mereka dapat mencakup
penggunaan sumber daya, pembagian hasil, atau aturan terkait dengan

kegiatan lainnya



2. Collective chioce rules (aturan pilihan bersama) merupakan aturan-aturan
yang mengatur bagaimana keputusan kolektif dibuat dalam suatu
kelembagaan. Ini melibatkan proses pengambilan keputusan terkait dengan
perubahan aturan operasional, alokasi sumber daya, atau perubahan kebijakan
lainnya. Aturan ini menetapkan mekanisme demokratis atau konsensus yang
digunakan oleh anggota kelembagaan

3. Constitutional rules (aturan konstitusi) merupakan aturan-aturan tingkat
tertinggi yang mendefinisikan struktur dasar kelembagaan. Aturan
konstitusional ini menentukan bagaimana aturan operasional dan aturan
pilihan bersama dapat diubah atau direvisi. Mereka membentuk dasar atau

kerangka kerja untuk kelembagaan secara keseluruhan.

Kelembagaan dapat dipahami sebagai aturan main yang mencakup aspek
struktural dan kultural. Kelembagaan memiliki cakupan yang lebih luas
dibandingkan organisasi semata. Sebagai kumpulan aturan dan hak yang jelas,
kelembagaan menyediakan perlindungan, memberikan sanksi, membatasi
(constrain), sekaligus memungkinkan (enabling) individu maupun kelompok
untuk membuat pilihan mereka (Yusuf et al., 2014). Pejovich (1999) menyatakan
bahwa kelembagaan memiliki tiga komponen, yaitu:

1. Aturan formal adalah konstitusi, undang-undang, hukum adat, dan peraturan
pemerintah lainnya. Mereka yang menentukan sistem politik sistem ekonomi
dan sistem penegakan hukum. Otoritas pemerintah menegakkan aturan formal
melalui sanksi seperti denda, penjara, dan eksekusi.

2. Aturan informal adalah tradisi, adat istiadat, nilai moral, keyakinan agama,
dan semua norma perilaku lainnya yang telah teruji oleh waktu. Nilai-nilai
tersebut mencerminkan persepsi umum masyarakat tentang kehidupan, norma
kearifan di masa lalu, dan serangkaian norma saat ini. Oleh karena itu,
lembaga-lembaga informal merupakan bagian dari warisan masyarakat yang
Kita sebut budaya.

3. Mekanisme penegakan yaitu sistem atau mekanisme yang bertanggung jawab
untuk menegakkan aturan, baik itu aturan formal maupun informal.

Mekanisme penegakan mencakup lembaga-lembaga penegak hukum,
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prosedur pengadilan, dan berbagai cara lain untuk menjamin kepatuhan
terhadap aturan yang ada.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah lembaga masyarakat yang berfokus
pada kegiatan usaha penangkapan ikan. Sebagai lembaga yang tidak berorientasi
pada keuntungan, KUB berfungsi sebagai wadah bagi para nelayan untuk
berdiskusi, belajar, bekerja sama, melakukan advokasi, serta berbagi informasi
dengan pendekatan yang bersifat bottom-up maupun top-down. Latar belakang
berdirinya KUB ini pada umumnya adalah berawal dari suatu permasalahan yang
ingin dipecahkan oleh masyarakat. Permasalahan yang timbul itu diantaranya
adalah menurunnya hasil tangkapan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah
lingkungan, tingkat kesejahteraan nelayan yang rendah sehingga membutuhkan
solusi untuk mempertahankan usahanya. Berdasarkan Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 tentang pedoman
umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan
menjelaskan bahwa kelembagaan pelaku utama harus berdasarkan prinsip 1)
kerakyatan atau keberpihakan, 2) kemandirian, 3) kemitraan dan kerjasam, 4)

bertahap dan berkelanjutan, 5) partisipatif, dan 6) pemberdayaan.

Selama ini, pertumbuhan ekonomi cenderung hanya berfokus pada faktor-faktor
fundamental yang dianggap telah menjadi paramater umum. Padahal faktor
kelembagaan juga memainkan peranan yang penting dalam menghambat atau
mendorong perkembangan ekonomi. Dalam sektor perikanan, kelembagaan dapat
diartikan sebagai seperangkat aturan yang memengaruhi cara pemerintah,
koperasi, atau kelompok nelayan untuk mengelola hasil tangkapan dan
berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya. Aturan tersebut mencakup regulasi
pemerintah, kesepakatan bersama, dan norma masyarakat lokal. Kementerian
Kelautan dan Perikanan telah menetapkan sejumlah indikator kelembagaan untuk
Wilayah Pengelolaan Perikanan, termasuk keberadaan otoritas tunggal
pengelolaan perikanan, tingkat sinergi antara kebijakan dan kelembagaan,
kapasitas pemangku kepentingan, mekanisme pengambilan keputusan,

kelengkapan aturan pengelolaan perikanan, kepatuhan terhadap prinsip perikanan
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yang bertanggung jawab, konflik perikanan, serta rencana pengelolaan perikanan.
Selain itu, terdapat pula indikator sosial, seperti partisipasi pemangku
kepentingan, pengelolaan konflik perikanan, dan pemanfaatan pengetahuan lokal
(Sukarniati dan Khoirudin, 2017).

2.2 Stakeholder

Secara umum, stakeholder dapat diartikan sebagai pemangku kepentingan.
Pangaribuan (2021) mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu
yang dapat memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu
program. Dalam konteks kebijakan publik, stakeholder merujuk pada pihak-pihak
yang dipengaruhi oleh atau memiliki pengaruh terhadap suatu kebijakan. Madani
(2011) menjelaskan bahwa aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang
harus terlibat dalam seluruh proses analisis kebijakan publik, baik sebagai
perumus maupun sebagai kelompok penekan yang secara aktif dan proaktif
berinteraksi dalam analisis kebijakan. Sementara itu, Fauzi (2018) menyebutkan
bahwa secara umum aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik terdiri
atas aktor negara (state), aktor swasta (private), dan aktor masyarakat sipil (civil
society). Ketiga jenis aktor ini memiliki peran penting dalam proses penyusunan

kebijakan publik.

Menurut Handayani dan Warsono (2017) menerangkan bahwa, berdasarkan
kekuatan, posisi, dan pengaruh stakeholder terhadap suatu isu, stakeholder dapat
dikelompokkan menjadi tiga kategori:

a. Stakeholder primer (utama): Kelompok ini terdiri dari pihak-pihak yang
memiliki kepentingan langsung terhadap suatu kebijakan, program, atau
proyek. Mereka memainkan peran utama dalam proses pengambilan
keputusan, seperti masyarakat, tokoh masyarakat, dan manajer publik.

b. Stakeholder pendukung (sekunder): Kelompok ini tidak memiliki keterkaitan
langsung dengan kebijakan, program, atau proyek tertentu, tetapi
menunjukkan perhatian (concern), kepedulian, dan keprihatinan. Kelompok
ini dapat memengaruhi opini masyarakat dan keputusan legal pemerintah.

Contohnya meliputi lembaga pemerintah yang terkait namun tidak memiliki
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tanggung jawab langsung, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal,
perguruan tinggi, dan pelaku usaha (badan usaha) yang relevan.

c. Stakeholder kunci: Kelompok ini memiliki kewenangan legal dalam
pengambilan keputusan. Mereka meliputi unsur eksekutif di berbagai

tingkatan, legislatif, dan instansi yang berwenang.

Suryawati et al. (2023) menyatakan bahwa Kketerlibatan dan peran aktor

merupakan elemen yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk

dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Menurut Amalyah et
al. (2016), stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki
kepentingan, berpartisipasi, atau terdampak (baik secara positif maupun negatif)

oleh aktivitas atau program pembangunan. Menurut Nugroho dan Zauhar (2014)

stakehoder dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan perannya

antara lain sebagai berikut:

1. Pembuat Kebijakan (policymakers) adalah stakeholder yang berperan dalam
proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.

2. Koordinator adalah stakeholder yang berfungsi menghubungkan para
pemangku kepentingan lainnya yang memiliki keterlibatan dalam suatu
kebijakan.

3. Fasilitator adalah stakeholder yang berperan sebagai penyedia segala
kebutuhan bagi individu atau kelompok.

4. Pelaksana adalah stakeholder yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
kebijakan yang mencakup kelompok sasaran di dalamnya.

5. Akselerator adalah stakeholder yang berperan dalam mempercepat

pelaksanaan program/kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Keterlibatan serta peran para aktor merupakan elemen penting dalam pengelolaan
sumber daya alam (Hamilton dan Ruta, 2006), termasuk dalam pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan (Fauzi, 2019). Aktor didefinisikan sebagai lembaga,
kelompok, atau individu yang memiliki peran utama dalam sistem, termasuk
dalam mobilisasi sumber daya alam (Avelino dan Wittmayer, 2016; Rees dan Mac

Donell, 2017). Mereka tidak hanya menentukan cara pencapaian tujuan
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keberlanjutan pembangunan, tetapi juga menetapkan indikator yang menjadi dasar
keberlanjutan. Hubungan dan interaksi antaraktor, daya saing di antara mereka,
serta sikap terhadap indikator keberlanjutan sering kali disebut sebagai interaksi

antaraktor.

Analisis aktor adalah suatu pendekatan terstruktur yang bertujuan untuk
memahami dinamika hubungan antar aktor. Metode ini fokus pada identifikasi
karakteristik setiap aktor, termasuk kekuatan dan kelemahan serta sikap mereka
terhadap berbagai persoalan yang ada (Rees et al., 2017). Proses analisisnya yaitu
mengidentifikasi posisi masing-masing aktor terkait isu strategis. Selanjutnya,
menganalisis tingkat konvergensi dan divergensi di antara para aktor. Tahap
terakhir adalah melakukan antisipasi terkait kemungkinan terbentuknya koalisi
atau potensi konflik. Michel Godet telah mengembangkan model multiaktor yang
menjadi kerangka kerja komprehensif dalam mengkaji interaksi antaraktor. Model
ini sangat diminati oleh para profesional analisis karena kemampuannya
memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan

strategis dalam suatu sistem (Fauzi, 2019).

Model multiaktor merupakan pendekatan yang membantu pengambil keputusan
dalam memahami peran para aktor, terutama dalam memengaruhi faktor-faktor
penting yang membentuk masa depan suatu sistem. Pendekatan ini bertujuan
untuk mengenali strategi aktor serta mengevaluasi dampak tindakan aktor
terhadap faktor-faktor kunci perkembangan sistem (Bryson et al., 2017). Dalam
pendekatan multiaktor, sistem dipahami sebagai interaksi antar aktor yang
memiliki posisi dan kepentingan yang berbeda, serta memengaruhi hasil melalui
preferensi pribadi yang dimilikinya (Beyers et al., 2014). Aktor dalam model ini
diartikan sebagai entitas yang memiliki peran dalam sistem yang diteliti, dengan
kemampuan untuk menggerakkan sumber daya guna memengaruhi hasil. Baik
secara langsung dan dampaknya terhadap aktor lain (Fauzi, 2019). Dengan
memahami pola interaksi dan strategi para aktor, model ini memungkinkan para
pengambil keputusan untuk merencanakan dan mengantisipasi berbagai skenario,

baik dalam kondisi saat ini maupun yang akan datang.
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2.3 Usaha Penangkapan Rajunan Berkelanjutan
2.3.1 Rajungan

Rajungan disebut juga sebagai Cancer pelagicus: Linnaeus (1766), Neptunus
pelagicus, Lupea pelagica: Zairion et al., (2015). Rajungan termasuk salah satu
jenis Filum Crustasea. Berikut ini adalah klasifikasi rajungan menurut Kangas
(2000).

Filum : Crustacea

Kelas : Malacostraca

Sub kelas : Eumalacostraca
Ordo : Decapoda

Famili : Portunidae

Genus : Portunus

Spesies : Portunus pelagicus
Nama lokal : Rajungan

Nama Umum : Blue swimmer crab, blue manna crab, atau blue crab

Secara morfologi, rajungan jantan dan betina memiliki warna yang berbeda yaitu
karapas jantan berwarna biru terang, sedangkan karapas betina berwarna hijau
atau coklat (Budiarto et al., 2015). Bentuk karapas heksagonal, memiliki garis
lintang oral dan heksagonal atau berbentuk bulat, permukaan dorsal cenderung
datar sampai cembung halus, biasanya bergelombang atau berpasir, permukaan
lebar, bagian pinggir kadang bergerigi, kadang 5 sampai 9 gigi di setiap
anterolateral, bagian pinggir posterolateral kadang bersatu. Endopodite dari
maxilipped kedua dengan cuping berkembang kuat di sisi dalam. Untuk
menyesuaikan keadaan, lengan samping memipih, segmen terakhir kedua adalah
bagian seperti sepasang kayuh (Radiopoetro, 1986). Bagian bawah tubuh
merupakan abdomen dengan tutup abdomen rajungan jantan berbentuk segitiga
memanjang dengan ruas-ruas yang menyempit, sedangkan pada rajungan betina
mempunyai tutup abdomen berbentuk kubah dengan ruas yang melebar (Kanedi et
al., 2012).
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Pola pertumbuhan rajungan bersifat allometrik negatif yaitu pertumbuhan lebar
karapas rajungan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan beratnya (Pratiwi
et al., 2021). Lebih jelasnya, menurut Thariq et al. (2020) pola pertumbuhan
rajungan betina bersifat alllometrik negative sedangan rajungan jantan bersifat
allometrik  positif. Berdasarkan tingkat pertumbuhan rajungan dapat
dikelompokkan dalam tiga ukuran berdasarkan lebar karapas yaitu yaitu juwana
dengan lebar ukuran karapas 20-80 mm, menjelang dewasa dengan lebar ukuran

70-150 mm dan rajungan dewasa dengan lebar karapas 150-200 mm.

Menurut Asphama et al. (2015) rajungan hidup di perairan pesisir dan landas
kontinen, termasuk habitat dengan dasar berpasir, berlumpur, alga dan lamun,
mulai dari zona pasang surut hingga kedalaman 50 meter. Dalam keadaan normal,
rajungan hidup di kedalaman lebih dari 65 m di dasar laut, tetapi terkadang
mereka juga berenang dekat permukaan laut. (Romimohtarto, 2001). Menurut
Isnawati et al. (2023) rajungan hidup di daerah estuaria kemudian bermigrasi ke
perairan yang salinititas lebih tinggi untuk menetaskan terlurnya, dan setelah

mencapai rajungan muda akan kembali lagi ke daerah estuaria.

Rajungan muda banyak ditemukan pada perairan dangkal yang mendekati garis
pantai, dan rajungan dewasa di temukan pada perairan dalam hingga kedalaman
50 meter dengan salinitas yang tinggi (Kusuma et al., 2012). Prasetyo et al.
(2014) mengungkapkan bahwa rajungan dengan berat dan ukuran lebih kecil
ditemukan pada kedalaman kurang dari 5,5 meter dan didominasi oleh rajungan
jantan. Sebaliknya rajungan dengan berat dan ukuran tubuh semakin besar
ditemukan pada kedalaman 5,5 — 10 meter dan didominasi dengan rajungan
betina. Pola migrasi dari siklus reproduksi rajungan betina dan kedalaman
perairan berpengaruh terhadap perbedaan ukuran rajungan .

Menuru lhsan et al. (2014) jumlah rekruitmen yang dihasikan setiap indivudu
rajungan mempengaruhi pola distribusi rajungan dan daerah penanngkapan.
Daerah penangkapan rajungan selalu berubah-ubah mengikuti kondisi habitat

rajungan yang sesuai. Paramater oseanografi perairan seperti salinitas, suhu,
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oksigen terlarut, kedalaman, pH dan lain-lain sangat mempengaruhi habitat
rajungan (Zulkarnain et al., 2006). Paramater oseanografi tersebut jelas
mempengaruhi pola pergerakan dan dinamika air laut baik secara horizontal
maupun vertikal yang pada akhirnya juga mempengaruhi distribusi dan

kelimpahan rajungan.

2.3.2 Alat Tangkap Rajungan

A. Bubu Lipat

Bubu adalah alat tangkap ikan berbentuk perangkap. Konstruksi alat tangkap bubu
memiliki pintu dan badan yang di rancang sedemikian rupa, sehingga jika ikan
masuk ke dalam bubu melalui pintu maka tidak dapat keluar lagi. Bubu dapat
dioperasionalkan di perairan pelagis atau demersal tergantung target ikan yang
ditangkap (Dirjen Perikanan Tangkap KKP, 2003). Menurut Martasuganda (2003)
bentuk dan ukuran bubu tidak memiliki keseragaman antar daerah, ada yang
berbentuk segi empat, persegi panjang, silinder, trapesium dan lainnya. Bentuk
bubu sangat dipengaruhi oleh pengetahuan nelayan yang mengoperasikannya.
Bahan yang digunakan untuk alat tangkap bubu dapat berbeda-beda tergantung
daerah di Indonesia. Ada bubu yang terbuat dari anyaman bambu, kawat, rotan,
dan jaring (Gardenia, 2006).

Bubu lipat adalah alat tangkap yang beroperasi secara pasif di perairan pesisis
pantai dan dimanfaatkan untuk menangkap rajungan. cara operasian bubu lipat ini
mudah dan bersifat pasif, menggunakan umpan sebagai penarik rajungan agar
masuk dalam bubu dan terperangkap. Saat terperangkap di dalam bubu, rajungan
tetap hidup dan dapat bergerak di dalam bubu (Zulkarnaen et al., 2019). Karena
bersifat pasif dan selektif, alat tangkap bubu lipat termasuk ke dalam alat tangkap
ramah lingkungan. Hasil tangkapan bubu dipengaruhi oleh dimensi ukuran bubu,
bahan kontruksi bubu, jenis umpan, penggunaan umpan peletakan umpan, letak
mulut bubu, jumlah mulut dan perendaman bubu (Martasuganda, 2003).

Kontruski bubu dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Konstruksi rangkaian alat tangkap bubu lipat (Gardenia. 2006)

Pengoperasian bubu lipat biasanya menggunakan sistem tunggal atau sistem
rawai, tergantung kedalaman daerah penangkapan, ruang yang dibutuhkan dan
model pemasangan bubu lipat. Pada perairan dangkal dan karang bubu dipasang
satu demi satu (pemasangan sistem tunggal) diantara karang karena adanya arus.
Sedangkan untuk perairan dalam bubu dipasang secara rawai (pemasangan sistem
berantai) (Sainsbury, 1996). Waktu pengoperasian bubu lipat (setting) dan
pengangkatan bubu lipat (hauling) biasa dilakukan pada waktu pagi hari, siang
hari, sore hari, sebelum matahari terbenam atau malam hari tergantung dari
nelayan yang mengoperasikannya. Perendaman bubu dapat dilakukan selama
beberapa jam saja hingga 7 hari 7 malam, tergantung dari hasil rajungan yang
tertangkap (Martasuganda, 2003). Menurut Saraswati et al. (2021), dikarenakan
bubu lipat adalah alat tangkap pasif, sehingga umpan (pemikat) dan lama
perendaman (immersing) bubu lipat sangat berpengaruh terhadap jumlah hasil

tangkapan rajungan.

B. Jaring Insang Rajungan

Menurut Martasuganda (2002), jaring insang (gill nets) yang ada di Indonesia
terdiri dari jaring insang satu lembar atau single gillnet, jaring insang dua lembar
atau double gillnet dan jaring insang tiga lembar atau trammel net. Usaha
penangkapan rajungan dengan alat tangkap jarring biasa dilakukan oleh nelayan

skala kecil dengan alat tangkap dominan yang digunakan adalah jaring insang
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dasar (set gillnet) atau jaring kejer (Zairion et al., 2014). Berdasarkan klasifikasi
jaring kejer masuk kedalam kelompok jaring insang tetap. Jaring kejer yang
digunakan nelayan untuk menangkap rajungan termasuk kedalam Kklasifikasi
jaring puntal atau tangle net. Cara kerjanya yaitu rajungan tertangkap dengan cara
terpuntal atau terbelit bagian tubuhnya pada badan jaring atau entangled (lhsan et
al., 2014).

ST - —
et “1 ')‘J 1 e
Keterangan: A. bendera B. bambu
C. styrofoam D. tali pengikat
E. tali selembar F. pelampung
G. tali pelampung H. tali ris atas
I.  pemberat J. tali pemberat
K. tali ris bawah I. pemberat tambahan

Gambar 3. Konstruksi rangkaian alat tangkap jaring kejer (Gardenia, 2006)

Pengoperasian jaring kejer degngan cara diletakkan di dasar perairan, dengan
sasaran utamanya adalah rajungan dan ikan-ikan dasar. Jaring kejer dipasang
melintang melawan arah arus dengan tujuan untuk menghadang dan diharapkan
target tangkapan menabrak jaring serta tejerat dan terpuntal atau entangled pada
tubuh jaring (lhsan et al., 2014). Warna jaring yang digunakan disesuaikan dengan
warna perairan dimana jaring kejer dioperasikan. Warna jarring memiliki derajat
visibilitas yang berbeda-beda bagi rajungan dan ikan. Sebaiknya warna jaring
tidak kontras dengan warna air maupun warna dasar perairan. Ayodhyoa (1981)
menyatakan bahwa warna jaring di dalam air akan dipengaruhi oleh faktor

kedalaman, tranparansi, sinar matahari, sinar bulan dan lain-lain.
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2.3.3 Pengelolaan perikanan berkelanjutan

Seringkali terjadi kesalahpahaman di masyarakat yang melihat perikanan hanya
sebagai sebuah komoditas ekonomi. Pandangan klasik yang menempatkan sektor
seperti perikanan, pertanian, kehutanan, dan peternakan sebagai bagian dari sektor
primer sering kali menyederhanakan kompleksitasnya. Namun, kenyataannya jauh
lebih rumit. Penelitian menunjukkan bahwa perikanan sesungguhnya merupakan
sistem kompleks yang memiliki keterkaitan erat antara berbagai elemen (direct
inter-lingkages), mencakup ekosistem, ekonomi, komunitas, dan lembaga terkait
(Atmaja et al., 2017). Keempat dimensi ini saling berinteraksi secara dinamis dan
tidak dapat dipisahkan satu sama lain ketika membahas isu perikanan dan
kelautan. Dengan demikian, pengertian tentang perikanan tidak bisa hanya
dibatasi pada pandangan sederhana sebagai sekadar penghasil komoditas,

melainkan harus dilihat sebagai suatu sistem yang utuh dan saling terhubung.

Charles (2001) menekankan pentingnya memahami pendekatan sistem dalam
pengelolaan sumber daya ikan. By nature, perikanan pada hakikatnya adalah
sebuah sistem yang kompleks, di mana berbagai faktor dan fenomena saling

terkait dan bergantung (interdependencies) satu sama lain secara mendalam.

MANAGEMENT SYSTEM

HATURAL ECOSYSTEM

entemsal foces

(2. govemment
downizing)

exiemal forces
(e.g. macoeconomics policy)

Gambar 4. Perikanan sebagai sebuah sistem (Charles 2001)

Lebih lanjut, Charles (2001) menjabarkan bahwa sistem perikanan terdiri dari tiga
komponen utama yang saling berinteraksi yaitu: (1) sistem alam (natural system)
yang mencakup ekosistem, ikan dan lingkungan biofisik; (2) sistem manusia

(human system) yang terdiri dari unsur nelayan atau petani ikan, pelaku pasar dan
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konsumen, rumah tangga perikanan dan komunitas pesisir serta lingkungan sosial,
ekonomi dan budaya yang terkait dengan sistem ini; (3) sistem pengelolaan
perikanan (fishery management system) yang mencakup unsur-unsur kebijakan
dan perencanaan perikanan, pembangunan perikanan, rejim pengelolaan

perikanan, dan riset perikanan.

Pengelolaan perikanan dicirikan oleh tujuan yang banyak dan saling bertentangan,
beragam pengambil kebijakan dengan kepentingan yang berbeda dan tingginya
tingkat ketidakpastian mengenai dinamika sumberdaya yang sedang dikelola
(Smith et al., 1999). Keberlanjutan (sustainability) wilayah pesisir dan laut harus
terus menjadi prioritas, karena dilihat dari fungsi dan domain ruang wilayah ini
sangat besar bagi ketersediaan sumberdaya dan penghidupan masyarakat yang
tinggal di sekelilingnya (Hasani et al., 2024). Dahuri et al. (1996) menyatakan
bahwa pembangunan wilayah pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil secara
berkelanjutan hanya dapat dicapai jika pengelolaannya dilakukan secara terpadu
(integrated), dengan mempertimbangkan empat dimensi utama: ekologi, sosial

ekonomi dan budaya, sosial politik, serta aspek hukum dan kelembagaan.

Konsep pembangunan berkelanjutan pada sektor perikanan (sustainable fisheries)
merupakan konsep pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab yang dapat
menjamin keberlanjutan perikanan dengan keseimbangan antara tingkat
eksploitasi dengan sumberdaya ikan (Hasani, 2012). Menurut Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa pengelolaan
perikanan adalah semua proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi,
analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan
dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di
bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang
diarahkan untuk mencapai keberlangsungan produktivitas sumberdaya perairan
(Nugroho, 2021).

Pembangunan  berkelanjutan  (sustainable  development) adalah upaya

pembangunan yang memastikan kebutuhan manusia saat ini terpenuhi tanpa
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mengorbankan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep
ini pertama kali diperkenalkan oleh World Commission on Environment and
Development (WCED) pada tahun 1987, sebuah komisi independen yang dibentuk
untuk membahas dan memberikan rekomendasi terkait isu-isu lingkungan global
setelah Konferensi Stockholm 1972. WCED mendefinisikan pembangunan
berkelanjutan sebagai pembangunan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan
saat ini tanpa mengurangi peluang generasi mendatang untuk memenuhi
kebutuhan mereka sendiri (Bockisch, 2012).

Keberlanjutan dalam pembangunan adalah keterpaduan pertimbangan lingkungan
dan ekonomi sebagai strategi utama pembangunan berkelanjutan. Menurut
Charles (2001) konsep keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan
terdiri dari 4 (empat) yaitu:

1. Keberlanjutan ekologi yang fokus pada upaya menjaga keseimbangan stok
ikan. Hal ini dilakukan dengan memastikan eksploitasi tidak melampaui daya
dukung ekosistem, serta berupaya secara berkelanjutan meningkatkan kualitas
dan kapasitas lingkungan perairan.

2. Keberlanjutan komunitas yang menekankan pentingnya kesejahteraan
masyarakat secara kolektif. Pendekatan ini melihat pembangunan perikanan
tidak sekadar dari perspektif individu, melainkan dampaknya terhadap
keseluruhan komunitas pesisir atau nelayan.

3. Keberlanjutan sosial dan ekonomi yang menekankan kesejahteraan para
pelaku perikanan pada level individual. Tujuannya adalah mempertahankan
atau bahkan meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga aktivitas perikanan
tidak sekadar menghasilkan produk, tetapi juga memberikan manfaat nyata
bagi para pelakunya.

4. Keberlanjutan kelembagaan, yang berkaitan dengan aspek administratif dan
finansial. Dimensi ini menekankan pentingnya tata kelola yang sehat,
transparan, dan akuntabel sebagai prasyarat mutlak untuk mewujudkan

pembangunan perikanan yang berkelanjutan.



I11. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli — September 2024 di Kampung Kuala
Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang (Gambar 5).

105°36.0E 105°45.6'E 105°55.2'E 106°4.8E

w O R BTN
Kec. Raw: PASCASARJANA
Jitu Timu UNIVERSITAS LAMPUNG
@ ¢ 2024
N Kec. Rawa
? Jitu PETA LOKASI KAMPUNG KUALA TELADAS
- KECAMATAN DANTE TELADAS
KABUPATEN TULANG BAWANG
N\ uifflg Bawang
/ N
SKALA 1:200.000
Teladas
Kec. Gedung 0 5 10 16km
Meneng. Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid Geografis dan UTM Zone 48S
Datum Horizontal : WGS 1984
» INSET PETA
.m‘ . o 2011208
8 a 5
g $
Kec. Daun H < s
Teladas g
I~ X ¥
&
LAUT JAWA S
Kec. Bandar -
Mataram .
oviane n
i
» Kab. Lympung Tengah S ¢ Legenda
i3
2 e 3
;g ¢ ~— Sungai
e B Kampung Kuala Teladas
Kec.Seputih [ Kecamatan Daun Teladas
Surabaya o [ Batas Administrasi Kecamatan

Kec. Labuhan
Ratu

Surabay,

B Kab. Lampung Sumber Peta
| Timur Batas Administrasi Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten
V\,)\ Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur
105°36.0E 105°45.6'E 105°55.2E

Gambar 5. Lokasi penelitian Kampung Kuala Teladas

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dikelompokkan menjadi dua yaitu alat untuk pengambilan
data dan untuk pengolahan data. Alat pengambilan data terdiri dari panduan
pertanyaan, kamera, dan alat tulis. Kemudian untuk alat pengolahan data yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu laptop serta perangkat lunak berupa
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Microsoft Word, Microsoft Excel, Software Mactor (Matrix of Alliances and
Conflicts Tactics, Objectives and Recommendations).

Apilasi perangkat lunak Mactor, dirancang untuk meningkatkan analisis struktural
prospektif, seperti AHP (Proses Hirarki Analitik) dan ISM (Interpretasi
Pemodelan Struktural) dengan fokus pada peran para aktor atau stakeholder.
Metode MACTOR dikembangkan oleh Institute d'Innovation Informatique pour
I'Etreprise pada tahun 1986, di bawah pengawasan Laboratorium Investigasi
Laboratorium Investigasi Prospektif dan Strategi (LIPSOR) (Godet dan Roubelat,
1996).

3.3 Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif.
Robert K. Yin (2019) menyatakan bahwa pendekatan studi kasus dipilih karena
dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai fenomena yang kompleks
dalam konteks nyata. Pendekatan ini sangat relevan untuk menganalisis
kelembagaan dan stakeholder pada usaha penangkapan rajungan berkelanjutan di
Kuala Teladas, Tulang Bawang. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif
yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi
dan menggambarkan secara komprehensif struktur kelembagaan, peran

stakeholder, serta dinamika yang terjadi di lokasi penelitian.

3.4 Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara
mendalam (in depth interview), pengamatan terlibat (observasi partisipasi),

diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), dan studi dokumentasi.

A. Wawancara Mendalam (in depth interview)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan
bersama instrumen lain, namun sebagai metode, wawancara berfokus sepenuhnya

pada informan atau responden (lrawan, 2006). Penelitian ini menggunakan
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wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pendekatan tidak terstruktur, di
mana daftar pertanyaan yang telah disusun disesuaikan dengan situasi dan
karakteristik unik setiap informan. Wawancara berlangsung secara alami,
menyerupai percakapan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan
peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran,
pengaruh, dan Kkepentingan para pemangku kepentingan, serta aktivitas
kelembagaan dalam usaha penangkapan rajungan. Wawancara mendalam
dilakukan kepada informan kunci yang dipilih dengan purposive sampling,
berdasarkan pemahaman dan keterlibatan mereka terkait usaha penangkapan
rajungan di Kampung Kuala Teladas. Daftar informan yang terlibat dapat dilihat
pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah informan penelitian

No. Informan Jumlah Keterangan
(orang)
1  Nelayan 3 Nelayan rajungan
2  Kelompok Usaha Bersama (KUB) 2 Ketua atau pengurus KUB
3  Kelompok Masyarakat Pengawas 1 Ketua atau pengurus
(POKMASWAS) Pokmaswas
4 Kelompok Pengolah dan Pemasar 2 Pengolah rajungan
(Poklahsar)
5  Pemerintah Kampung 1 Pemerintahan desa
6  Penyuluh Perikanan 1 Pendamping nelayan
7  Pembina/Pengusaha Rajungan Tulang 2 Pengusaha rajungan
Bawang
8 Lembaga Swadaya Masyarakat 1 Mitra Bentala
9  Dinas Perikanan Tulang Bawang 1 Kepala dinas atau staff
10 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Bidang Pengawasan
Provinsi Lampung Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (PSDKP)
11  Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan 1 Ketua atau anggota tim
Berkelanjutan (KPPRB)
Jumlah 16

B. Pengamatan Terlibat (observasi partisipasi)

Pengamatan terlibat dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap
topik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang disusun dalam kalimat

ilmiah sesuai dengan kebutuhan penelitian (Irawan, 2006). Teknik ini bertujuan
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untuk memahami lebih dekat dan mendalam tentang permasalahan yang sedang
diamati sekaligus memverifikasi data hasil wawancara mendalam sehingga dapat
mengungkap dan mendeskripsikan secara utuh dan sistematis tentang usaha

penangkapan rajungan di Kuala Teladas.

C. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion)

Diskusi kelompok terfokus/Focus Group Discussion (FGD) dilakukan untuk
mendalami permasalahan penelitian. FGD bertujuan untuk menentukan aktor
pemangku kepentingan yang terlibat dan tujuan strategis yang dicapai pada usaha
penangkapan rajungan berkelanjutan di Kuala Teladas. Hasil FGD digunakan
sebagai bahan analisis dengan pendekatan faktor dan aktor (stakeholder) dengan
menggunakan alat analisis Mactor (Wardono et al., 2019). Hasil analisis Mactor,
selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk memformulasikan rencana
kebijakan yang akan diusulkan (Fauzi, 2019). Untuk mendorong keterlibatan dan
pengayaan informasi dari peserta pada saat FGD, maka FGD dipandu oleh
moderator. Peserta adalah para aktor yang terlibat dalam usaha penangkapan

rajungan di Kuala Teladas.

D. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan informasi dengan memanfaatkan
berbagai dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh organisasi atau lembaga yang
menjadi fokus penelitian. Dokumen ini dapat berupa prosedur kerja, peraturan
resmi, dokumentasi visual, laporan kegiatan, foto, serta arsip elektronik (lrawan,
2006). Dokumentasi yang baik tidak hanya bermanfaat untuk penelitian ini, tetapi
juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki

topik atau konteks serupa.

3.5 Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualititif, menurut Bogdan dan Biklen
(1982), analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis

transkrip wawancara (interview), catatan di lapangan dan bahan-bahan yang
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didapatkan, yang kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman
peneliti terhadap suatu fenomena dan membantu untuk mempresentasikan hasil
penelitian kepada orang lain. Tersirat dalam penjelasan di atas bahwa analisis data
kualitatif terkait erat dengan dengan pengumpulan data dan interprestasi data
(Irawan, 2006). Oleh karena itu seluruh data hasil wawancara dari informan kunci
dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif untuk membantu dalam

penarikan kesimpulan penelitian.

Menurut Irawan (2006) pengelolaan data kualititif memerlukan sistem
pengkodean (coding), sistem mekanisasi penyimpanan (storage) dan pengaksesan
(access) data yang mudah digunakan. Koding sistem berisi daftar kode dengan
deskripsi singkat yang digunakan sebagai label untuk memilah data-data sesuai
karakteristiknya. Sedangkan sistem mekanisasi penyimpanan dan pengaksesan
data adalah sistem yang terdiri sarana perangkat fisik dan lunak untuk keperluan
penyimapanan, pengolahan dan pengaksesan data. Proses analisis data pada

penelitian ini dilakukan seperti pada Gambar 6.

Pembuatan ' Kategorisasi Penyimpulan
koding data - sementara

Pengumpulan - Transkrip

data data - Analisis
1. Analisis Kelembagaan
2. Analisis Stakeholder

Pen}'nm:l:-ulm ' e

Gambar 6. Proses analisa data kualitatif (Irawan, 2006)

Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- Pengumpulan data
Mewawancarai informan kunci, melakukan observasi, dan studi dokumentasi
- Transkrip data
Mengubah hasil wawancara ke dalam bentuk tertulis
- Pembuatan koding
Menemukan kata kunci dari transkrip data serta memberikan label kode pada

setiap kata kunci
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- Katagorisasi data
Merangkum kata-kata kunci menurut kategorinya masing-masing, sehingga
data akan lebih mengerucut pada beberapa tema/kategori

- Penyimpulan sementara
Kesimpulan ini berdasarkan data yang diperoleh dan bukan merupakan
penafsiran peneliti

- Triangulasi
Proses verifikasi informasi dari sumber data/informan yang satu dengan
sumber data yang lain

- Kesimpulan akhir
Kesimpulan dapat berupa konseptual ataupun dengan cara mengambil intisari

yang dikonversikan menjadi pernyataan dekontekstualisasi.

Data yang dianalisis secara kualitatif kemudian digunakan dalam analisis lanjutan
sesuai kebutuhan tujuan penelitian. Analisis data lanjutan penelitian ini
menggunakan analisis kelembagaan dan analisis stakeholders. Prosedur
pembuatan koding, kategori data, dan penyimpulan sementara dalam analisis
kualitatif merupakan bagian dari analisis data lanjutan yang tidak dapat
dipisahkan. Sedangkan untuk data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan
terlibat (participant observation) dan diskusi kelompok terfokus (FGD) akan
dilakukan pencatatan dengan dengan format yang terdapat dalam lampiran. Data
observasi ini menjadi data pendukung yang juga akan sangat membantu
pengambilan kesimpulan dalam analisis kualitatif.

3.4.1 Analisis kelembagaan

Analisis kelembagaan menggunakan konsep Uphoff (1986) yang mendefinisikan
kelembagaan sebagai seperangkat norma dan perilaku yang bertahan sepanjang
waktu dengan melayani tujuan yang dihargai secara kolektif. Penelitian berfokus
pada aturan (norma) dan perilaku nelayan di Kuala Teladas. Aturan formal yang
telah di tetapkan dan aturan informal dalam kelembagaan lokal yaitu Kelompok
Usaha Bersama (KUB) akan ditelaah untuk memahami kerangka aturan (norma)

yang membentuk perilaku dalam interaksi sosial. Penelitian juga akan
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menganalisis efektivitas mekanisme sanksi, baik formal maupun informal yang
ada dalam kelembagaan lokal dalam mendukung keberlanjutan. Dengan
menganalisis interaksi antara aturan (norma), perilaku, dan sanksi dalam konteks
kelembahaan untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan, diharapkan dapat
diperoleh pemahaman yang mendalam tentang potensi dan tantangan
kelembagaan lokal dalam mendukung usaha penangkapan rajungan berkelanjutan.

3.4.2 Analisis Stakeholder

Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan perangkat lunak Mactor.
Aplikasi Mactor merupakan alat analisis strategis yang dikembangkan oleh
Michel Godet pada tahun 1991. Analisis Mactor fokus pada tiga dimensi pengaruh
antaraktor yaitu pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh
potensial. Pengaruh langsung terjadi ketika satu aktor secara langsung
memengaruhi aktor lain. Pengaruh tidak langsung tergambar melalui hubungan
berantai antaraktor, di mana satu aktor memengaruhi aktor lain melalui perantara.
Sementara pengaruh potensial merujuk pada kemungkinan atau kapasitas suatu
aktor untuk memengaruhi aktor lain di masa depan. Mactor bersandar pada
pendekatan analisis struktural, memungkinkan peneliti untuk memahami
kompleksitas interaksi dan kepentingan antaraktor dalam konteks yang spesifik
untuk memahami dinamika hubungan kekuasaan, daya saing, dan sikap para aktor
terhadap tujuan (Fauzi, 2019).

Tahapan analisisnya yaitu:

1. Identifikasi stakeholder
Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat yang mencakup semua pihak yang
memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap usaha penangkapan rajungan.

2. ldentifikasi kebijakan (objective)
Mengidentifikasi kebijakan strategis terkait dengan usaha penangkapan
rajungan.

3. Pengumpulan data
Data dikumpulkan dengan melakukan FGD dan wawancara, untuk

mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pandangan dan tujuan
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masing-masing aktor. Pengumpulan data dibantu dengan kuesioner untuk
mendapatkan data mengenai pengaruh dan sikap aktor terhadap tujuan
strategis yang akan ditetapkan.
Penilaian pengaruh antar aktor
Penilaian pengaruh langsung antar aktor menggunakan matriks pengaruh
langsung diukur dengan skala

0 = tidak berhubungan/berpengaruh

1 = berpengaruh lemah (mempengaruhi prosedur operasional aktor)
2 = Dberpengaruh moderat (mempengaruhi pekerjaan aktor)

3 = berhubungan dan berpengaruh kuat (mempengaruhi misi aktor)

4 = Variabel vertikal berhubungan dan berpengaruh sangat kuat

(mempengauhi eksistensi aktor)
Hasil penilaian akan mengkualifikasi intensitas pengaruh antar aktor (inter-
actor influence) menjadi kelompok pengaruh langsung, pengaruh tidak
langsung, dan pengaruh potensial. Pengaruh langsung terjadi jika aktor A
memiliki efek pada aktor B, sedangkan pengaruh tidak langsung terjadi jika
aktor A mempengaruhi aktor B dan B mempengaruhi aktor C, dan dengan
proses transitivitas, aktor C secara tidak langsung dipengaruhi oleh A.
Pengaruh potensial terjadi jika pengaruh seharusnya dimiliki aktor A terhadap
B. (Godet et al., 1999)
Penilaian posisi aktor terhadap kebijakan
Mengevaluasi posisi setiap aktor terhadap tujuan strategis menggunakan
Matriks Posisi Aktor-Tujuan yang menjelaskan sikap aktor dan tingkat
resistensi terhadap tujuan. Menurut Rees & MacDonell (2017) matriks posisi
aktor-tujuan dinilai dengan skala (+) mendukung, (-) menentang dan (0)
netral. Sedangkan nilai tujuan bagi aktor yang diukur dengan ketentuan
sebagai berikut:

0 = obyektif tidak memiliki potensi hasil yang baik

1 = obyektif tujuan sangat penting - 1 = obyektif tujuan tidak penting
untuk kegiatan operasional aktor untuk kegiatan operasional aktor
2 = objektif tujuan amat vital bagi - 2 = objektif tujuan tidak amat vital

aktor bagi aktor
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= obyektif tujuan sangat - 3 = obyektif tujuan tidak diperlukan
diperlukan untuk misi aktor untuk misi aktor

= sangat diperlukan untuk - 4 = tidak diperlukan untuk
kepentingan semua aktor kepentingan semua aktor

Pengisian matrik Mactor

Setelah data terkumpul, maka data di input dalam matriks pengaruh langsung

(IMDI) dan matriks posisi aktor-tujuan (2MAO). Pengisian matriks

dilakukan dengan mengambil nilai modus dari jawaban yang diberikan oleh

para peserta selama FGD dan wawancara.

Analisis data dengan Mactor

Data dianalisis dengan Mactor untuk mengetahui :

Pengaruh langsung dan tidak langsung antar aktor (MDII)
Pengaruh aktor terhadap tujuan/kebijakan (3MAO)
Konvergensi antar aktor (3CAA)

Divergensi anytar aktor (3DAA)

Ambivalensi aktor (3MAA)

Jarak antar kebijakan

8. Mengintepretasikan hasil analisis Mactor.

Hasil analisis direpresantasikan secara visual melaui format tabel dan grafik

yang menjelaskan

kekuatan dan kemampuan kompetitif setiap aktor yang terlibat,

pola hubungan antar aktor, mencakup kemungkinan terbentuknya aliansi
strategis dan potensi konflik yang mungkin terjadi,

tingkat dukungan masing-masing aktor terhadap tujuan utama dari
kegiatan penangkapan rajungan yang berkelanjutan..

9. Formula rekomendasi strategis

Penjelasan yang diberikan oleh analisis Mactor akan menciptakan hubungan

kekuatan dan kemampuan antar aktor, daya saing aktor, dan sikap aktor terhadap

tujuan. Operasi metode Mactor dimulai dari identifikasi stakeholder dan tujuan

yang kemudian data-data tersebut dinanalisis berdasarkan indikator yang hendak
dihasilkan (Gambar 7).
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Identifikasi Aktor
dan Tujuan

¥

Matriks Strategi
Aktor
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Matriks Tujuan
(Objective)
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. o direct and indirect Matrix of Actor-
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influence Objective)
Met Distance MAA (Matrix of 3DAA (Matrix of 3CAA (Matrix of
Between Actor's Divergences Convergences
Objectives ambivalence) between Actors) between Actors)
Hasildan
Intepretasi
Gambar 7. Proses analisis Mactor (Matrix of Alliances and Conflicts Tactics,

Objectives and Recommendations)

Fauzi (2019) menekankan pentingnya pemilihan indikator yang tepat untuk setiap

dimensi keberlanjutan. Dalam penelitian ini akan menggunakan matriks:

6.

1MDI (Matrix of Direct Influences): untuk menilai hubungan kekuasaan dan
pengaruh langsung antar stakeholder dalam usaha penangkapan rajungan
2MAO (Matrix of Actor-Objective): untuk mengevaluasi sikap stakeholder
terhadap tujuan-tujuan usaha penangkapan rajungan berkelanjutan.

MDII (Matrix of direct and indirect influence): merupakan indikator untuk
melihat pengaruh langsung dan tidak langsung yang dimiliki oleh para aktor
terhadap aktor lainnya.

3MAO (Weighted Matrix of Actor-Objective): memberikan gambaran yang
lebih
pencapaian

realistis tentang kemampuan para aktor untuk mempengaruhi

tujuan kebijakan pengelolaan rajungan, dengan

mempertimbangkan kekuatan pengaruh mereka.



10.

11.

12.

13.

32

3CAA (Matrix of Convergences between Actors): membantu
mengidentifikasi potensi aliansi antara stakeholder yang memiliki
kepentingan sejalan dalam kebijakan pengelolaan rajungan.

3DAA (Matrix of Divergences between Actors): membantu untuk
mengidentifikasi potensi konflik antara stakeholder dengan kepentingan yang
bertentangan dalam kebijakan pengelolaan rajungan.

MAA (Matrix of Actor’s Ambivalence). menunjukkan sikap atau posisi yang
tidak konsisten dari aktor terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan
pengelolaan rajungan.

Net Distance Between Objective : menunjukkan ukuran jarak yang digunakan
untuk menggambarkan seberapa jauh atau dekat tujuan-tujuan dalam suatu
kebijakan berdasarkan perspektif berbagai aktor yang terlibat.

Bentuk input aktor dan tujuan sebagai variabel yang diteliti pada aplikasi Mactor

seperti pada Gambar 8.
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N°_ | Longabel Short Iabel esc
~ 38 Description of the participants in the study 1 Nelayan NELAYAN el
2 Kelompok Usaha Bersama KUB
@ Dataertry 3 Kelompok Masyarakat Pengawas POKMASWAS o
& Actors 4 Kelor fan Pemasar POKLAHSAR o
e 5 LUHKAN o
@ Objectives : e
R Matrix of Direct Influences (MDI) 2 PEMBINA Per
g Valued postion matrix (ZMAO) g LSM MB M %
. 3 n DKP TUBA im
182 View results and interpretations 10 n DKP LPG M
11 Tim Pengelolaan Perianan Rajung: TPPRE Lembaga kolsboralf pengeiotzan raj
an s
(59 Max. direct and indirect influences
3 Caleulate from MAO <+
- i@ General synthesis
b Create a report
| Add Clos:
@ Mactor - Stakeholder rajungan
File Edit Display Data Results Workshop follow-up Window ?
& e ErEE @
1§) Access help module i List of objectives =B 5|
N° | Long label Short label Stake Description
28 Description of the participarts in the study Hi Penangkapan rajungan tida...  TANGKAP Pemenntah
2 Penangkapan rajungan den... LINGKUNGAN Pemerintah
Bl Data entry 3 Pengen: Pemerintah
@ Actors 4 Pemberdayaan danpering.. SEJAHTERA Nelayan
L 4@ Objectives 5 Sosislisas kebijskan danp...  SOSIAL Pemenntah +
i@ Matrx of Direct Influences (MDI)
[ Valued position matrix (2MAO)
B View results and interpretations
B Caleulate from MDI
H {3 Direct and indirect influences
i) Max. direct and indirect influences <
Calculate from MAO
i General synthesis
i Create @ report
+ | 2|2 - A
8 || %|[x|J|az \ add Close
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Gambar 8. Input para aktor dan tujuan pada perangkat lunak Mactor
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Analisis peta kuadran digunakan untuk mengevaluasi pengaruh dan
ketergantungan antar aktor, serta mengelompokkan ke dalam empat kuadran
aktor, yaitu aktor penentu, aktor relay, aktor terpengaruh, dan aktor otonom,

sebagaimana ditampilkan pada Gambar 9 berikut:
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Gambar 9. Peta kuadran pengaruh dan ketergantungan aktor

Menurut Fauzi (2019) dalam bukunya tentang analisis keberlanjutan menjelaskan
bahwa aktor penentu adalah aktor yang sangat berpengaruh dan sedikit tergantung
pada aktor lain. Aktor ini dianggap sebagai input dan sangat menentukan
mobilitas sistem. Aktor penentu adalah aktor yang sangat penting dan
memerlukan perhatian maksimum dari pembuat kebijakan karena sangat
mempengaruhi aktor lain. Aktor relay (variabel staf) juga disebut sebagai aktor
kunci. Aktor relay sangat berpengaruh dan pada saat yang sama sangat tergantung
pada aktor lain. Aktor ini yang paling tidak stabil karena setiap pengaruh yang
terjadi pada mereka dapat mengalir ke seluruh sistem. Aktor relay juga disebut
sebagai faktor ketidakstabilan karena memiliki efek "boomerang” pada sistem,

artinya tindakan pada aktor ini akan mempengaruhi arah mobilitas sistem.

Aktor otonom adalah aktor yang memiliki pengaruh kecil dan sedikit tergantung
pada aktor lain. Aktor ini memiliki potensi rendah untuk menghasilkan perubahan

(inertia tren) dalam sistem. Aktor otonom juga dikenal sebagai aktor yang
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dikecualikan. Aktor otonom dibagi menjadi aktor terputus dan aktor tuas
sekunder. Aktor terputus dan evolusinya dekat dengan asal, sehingga dapat
dikecualikan dari dinamika sistem. Sedangkan aktor tuas sekunder berada di atas
garis diagonal, dengan tindakan tertentu aktor ini dapat memperkuat sistem. Aktor
output atau juga disebut actor dependen. Aktor output menggambarkan dampak
yang dihasilkan dari aktor lain, terutama aktor penentu dan aktor relay. Aktor ini
berada di kuadran tenggara peta. Lokasi aktor output menunjukkan variabel yang
memiliki sedikit pengaruh dengan ketergantungan yang tinggi sehingga aktor

sangat sensitif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulan sebagai berikut:

1.

Kelembagaan KUB berperan penting dalam usaha penangkapan rajungan
berkelanjutan. KUB berfungsi sebagai wadah kolektif bagi nelayan untuk
berdiskusi dan berbagi informasi, serta membantu mereka dalam mengakses
sumber daya, teknologi, dan pasar secara lebih efektif. Aturan main berupa
hak, kewajiban dan sanksi telah di atur dalam AD/ART KUB. Implementasi
kebijakan pengelolaan rajungan telah mendorong penggunaan alat tangkap
ramah lingkungan, meskipun masih menghadapi tantangan seperti tekanan
ekonomi dan lemahnya pengawasan. Peningkatan kapasitas KUB melalui
kolaborasi dengan berbagai pihak melalui pelatihan dan bantuan, telah
memperkuat posisi ekonomi nelayan.

Terdapat 11 aktor kunci dan 5 tujuan (objective) dalam usaha penangkapan
rajungan berkelanjutan di Kuala Teladas. Tim Pengelolaan Perikanan
Rajungan Berkelanjutan (TPPRB) dan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Lampung (DKP LPG) merupakan aktor dengan pengaruh terkuat.
Nelayan menunjukkan tingkat divergensi dan ambivalensi tertinggi, yang
mengindikasikan adanya potensi konflik kepentingan yang signifikan dengan
stakeholder lainnya. Kebijakan penangkapan rajungan sesuai Kkriteria ukuran,
peningkatan kesejahteraan nelayan, serta sosialisasi dan pengawasan
memiliki tingkat mobilisasi tertinggi dan cenderung saling mendukung.
Namun, kebijakan pengendalian upaya penangkapan berbasis kuota mendapat
penentangan signifikan dari nelayan, pembina/pengusaha rajungan, dan
Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Strategi pengelolaan penangkapan rajungan berkelanjutan di Kampung Kuala
Teladas menempatkan tiga aktor sentral sebagai pilar utama, yaitu pemerintah
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desa, penyuluh perikanan, dan LSM Mitra Bentala. Pemerintah desa berperan
dalam memfasilitasi dialog lokal dan mendukung kebijakan berbasis
komunitas melalui regulasi tingkat desa. Penyuluh perikanan bertanggung
jawab memberikan edukasi dan pendampingan teknis kepada nelayan,
terutama dalam adaptasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. LSM
Mitra Bentala berfungsi sebagai mediator independen yang menjembatani
kepentingan nelayan dan regulator, sekaligus mempromosikan advokasi
kebijakan keberlanjutan. Kolaborasi ketiga aktor ini memastikan

implementasi strategi pengelolaan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yaitu:

1.

Diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan KUB melalui
kolaborasi dengan stakeholder terkait melalui sosialisasi, pelatihan, dan
kemitraan. Hal ini bermanfaat untuk mendukung keberlanjutan sosial-
ekonomi nelayan dalam usaha penangkapan rajungan berkelanjutan.
Peningkatan kolaborasi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan yang
dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pemerintah daerah serta
stakeholder yang langsung berinteraksi dalam usaha penangkapan rajungan,
dimulai dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan sosialisasi
peraturan pemerintah.

Pemerintah desa perlu mengembangkan regulasi berbasis komunitas seperti
Peraturan Desa (Perdes) untuk mendukung usaha penangkapan rajungan yang
berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas penyuluh melalui penambahan jumlah penyuluh
perikanan untuk meningkatkan intensitas pendampingan di lapangan dan
meningkatkan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) agar dapat menjangkau
lebih banyak kelompok nelayan.

Meningkatkan keterlibatan nelayan dalam proses pengambilan keputusan
melalui forum diskusi regular dan konsultasi publik dan memperkuat peran
LSM Mitra Bentala, penyuluh perikanan, Pokmaswas, dan Dinas Perikanan

Kabupaten Tulang Bawang sebagai mediator.
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6. Berikan pelatihan keterampilan dan modal usaha untuk mengembangkan

usaha alternatif untuk kelompok nelayan di musim paceklik.

Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan
antara keberlanjutan sumber daya rajungan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Hal ini juga akan meningkatkan dukungan dan partisipasi semua stakeholder
dalam usaha penangkapan rajungan berkelanjutan di Kuala Teladas. Pendekatan
kolaboratif dan adaptif ini tidak hanya akan membantu menyelesaikan konflik
kepentingan yang ada, tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang dari
usaha penangkapan rajungan. Dengan demikian, usaha penangkapan rajungan
berkelanjutan dapat menjadi model pengelolaan sumber daya perikanan yang

efektif, adil, dan berkelanjutan.
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